ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkordinasi Pembangunan
Desa Secara Partisipatif dalam perspektif undang undang No 6 Tahun 2014 dan fiqih siyasah”
(Studi Dikaranggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek) ini ditulis oleh Ali Mansyur
yang dibimbing oleh Dr. Ahmad Muhtadi Anshor,M. Ag

Kata kunci : pembangunan desa, undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan perspektif
figih siyasah

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan pembangunan desa yang merupakan
bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional, seperti halnya
pembangunan daerah yang meletakkan fungsi kerangka bagi bangsa indonesia untuk tumbuh dan
berkembang diatas kemampuan yang dimiliki. Pembangunan desa juga dapat dikatakan sebagai
garis depan negara, bahwa sebenarnya pembangunan di desa itu juga harus meningkatkan mutu
dan prioritas bangunan agar setiap pelaksanaan pembangunan tepat sasaran serta dapat
meningkatkan swadaya masyarakat dan memaksimalkan kemanfaatan dana-dana yang langsung
ataupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan desa. Dalam melaksanakan tugas
pembangunan desa, kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang
bertanggungjawab atas terlaksananya pembanguan desa dimana negaranya sebagai ujung tombak
pembangunan. Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting dalam desa, mengarah,
menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerjasama
dalam pembangunan itu sendiri.

Adapun rumusan masalah dari penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan
wewenang kepala desa dalam mongkoordinasikan pembangunan desa di Desa Karanggandu
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek? (2) Bagaimana pelaksanaan wewenang kepala desa
dalam membangun desa secara partisipatif menurut UU No 6 tahun 2014? (3) Bagaimana
pelaksanaan wewenang kepala desa dalam membangun desa secara partisipatif menurut figih
siyasah?.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan
wewenang kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan didesa karanggandu dan untuk
mengidentifikasi bagaimana tingkat keberhasilan dari pembangunan desa karanggandu (2) untuk
mengetahui pelaksanaan wewenang kepala desa dalam membangundesa didesa karanggandu
menurut peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pembangunan desa (3) untuk
mengetahui palaksanaan wewenang kepala desa dalam membangun desa didesa karanggandu
menurut figih siyasah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Teknik pengumupulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik
analisi yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diperoleh penulis dalam menunjukkan (1) pelaksanaan wewenang kepala
desa dalam membangun desa secara partispatif bisa dikatakan baik dengan pertimbangan sebelum
melakukan perencanaan pembangunan desa yang dimulai dari tahap paling bawah yang dekat



dengan masyarakat yang dikoordinasi langsung oleh kepala desa dan untuk menganalisis tingkat
keberhasilan dari pembangunan tersebut(2) pelaksanaan wewenang kepala desa dalam hal
pembangunan dalam perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan
bahwa Pembangunan sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal
78-Pasal 86, dilakukan dengan melalui Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Dan Pengawasan
yang dokrdinasikan langsung oleh kepala desa (3) pelaksanaan wewenang kepala desa dalam
membangun didesa Karanggandu menurut pandangan figih siyasah sudah sesuai, namun dalam
hal ini belum maksimal dilaksanakan. karena Pembangunan yang ada belum bisa menjawab
kebutuhan yang diinginkan masyarakat demi Kemaslahatan kesejahteraan. dalam, pelaksanaan
pembangunan yang dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat.



ABSTRACT

The thesis entitled "The Implementation of the Village Head's Authority in Coordinating
Participatory Village Development” (Dikaranggandu Study, Watulimo District, Trenggalek
Regency) was written by Ali Mansyur who was supervised by Dr. Ahmad Muhtadi Anshor, M.
Ag
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The research in this thesis is motivated by village development which is an important part that
cannot be separated from national development, such as regional development which puts a
framework function for the Indonesian nation to grow and develop above its capabilities. Village
development can also be said to be the front line of the state, that in fact development in the village
must also improve the quality and priority of buildings so that each development implementation
is on target and can increase community self-reliance and maximize the benefits of funds that are
directly or indirectly allocated for village development. In carrying out village development tasks,
the village head has a position as a village leader who is responsible for the implementation of
village development in which the country is the spearhead of development. The role of a village
head is very important in the village, directing, accommodating community aspirations, and
protecting the community so that they participate in cooperation in the development itself.

The formulation of the problem of this thesis research is (1) How does the village head coordinate
village development in Karanggandu Village, Watulimo District, Trenggalek Regency? (2) How
did the village head develop the village in a participatory manner according to Law No. 6 of 2014?
(3) How to build a participatory village according to figh siyasah?

The objectives of this study are (1) to determine and analyze the implementation of the authority
of the village head in coordinating development in the Karanggandu village and to identify how
the success rate of the development of the Karanggandu village in terms of physical and non-
physical development (2) to determine the development of the Karanggandu village according to
the regulations of the Law Law No. 6 of 2014 concerning village development (3) to determine
the implementation of village development in the Karanggandu village according to figh siyasah.

The research method used is a qualitative method with descriptive research type. The data
collection techniques are observation, interview, and documentation. The analysis technique used
is data reduction, verification of data presentation and conclusion drawing.

The results obtained by the author in showing (1) the implementation of the authority of the village
head in developing the village in a participatory manner can be said to be good with consideration
before carrying out village development planning starting from the lowest stage close to the
community who prioritizes physical buildings (2) the implementation of the authority of the village
head in terms of development in the perspective of Law no. 6 of 2014 concerning Villages shows
that Development is in accordance with Law No. Article 78 of 2014 concerning Villages, Article
78-Atrticle 86, is carried out through Planning, Implementation, Monitoring and Supervision (3)
the development of Karanggandu village according to the view of figh siyasah has not been
maximally implemented. because the existing development has not been able to answer the needs
desired by the community for the benefit of welfare. Inside, the implementation of development
carried out by the village lacks coordination with community members.
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